BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian
ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. PTY sebagai lembaga keuangan pembiayaan yang berjenis perusahaan
pembiayaan konvensional, tidak dapat melakukan transaksi mengenai
obyek syariah dalam hal ini hewan agigah. Hewan agigah dapat
dikatakan sebagai obyek transaksi syariah apabila, adanya keterikatan
dengan kegiatan keagamaan. Maka sepanjang PT Y yang merupakan
perusahaan pembiayaan konvensional, melakukan pembiayaan terhadap
obyek ritual keagamaan hewan agiqah, yang di dalamnya tidak adanya
akad syariah maupun pengawasan yang seharusnya terdapat dalam
melakukan kegiatan transaksi syariah, maka perusahaan konvensional
tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan berdasarkan
peraturan mengenai UUPT, dalam hal ini yang tercantum di dalam
UUPT, apabila melakukan kegiatan syariah maka, perusahaan tersebut
wajib memiliki pengawasan yang dilakukan oleh DPS.

2. Transaksi jual beli hewan agigah yang diklasifikasikan sebagai obyek
ritual keagamaanya, berkaitan erat dengan obyek syariah. Maka menurut
analisis penulis untuk memperoleh obyek tersebut diwajibkan untuk
menggunakan transaksi jual beli syariah, agar keabsahan dan kehalalan
dari kegiatan agigah tersebut dapat terjaga. Penggunaan tersebut di
dasari oleh akad yang dilakukan antara PPMSE X, PT Y, pelaku usaha
B dengan konsumen menggunakan transaksi syariah pada saat
melakukan kegiatan transaksi jual beli hewan agigah. Mengingat
PPMSE X dan PT Y merupakan perusahaan konvensional, maka hal
tersebut tidak dibenarkan dalam melakukan kegiatan transaksi syariah.
Namun apabila PPMSE X dan PT Y sudah merealisasikan berdasarkan
prinsip syariah, maka untuk melakukan kegiatan obyek tersebut, para
pihak antara pelaku usaha B yang menjualkan obyek di dalam PPMSE
X dengan konsumen menggunakan akad ba’l, yang digunakan dalam

prinsip syariah, para pihak harus memenuhi unsur sebagaimana
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B. Saran

penafsiran otentik penulis antara Pasal 22 KHES sebagai keabsahan dari
suatu akad secara keseluruhan akad dan Pasal 56 KHES. Karena prinsip
transaksi jual beli hewan agigah ini tidak secara otomatis merupakan
transaksi syariah, artinya masih bisa dimungkinkan dengan transaksi
konvensional. Maka apabila pembeliannya dengan menggunakan
pembiayaan yang mengakibatkan utang piutang secara online dan
adanya pemberian cashback, dalam hal ini transaksi jual beli hewan
agigah diperbolehkan, karena transaksi tersebut adalah transaksi
konvensional. Namun apabila transaksi tersebut dilaksanakan
berdasarkan transaksi syariah dengan hal ini akad ba’l yang dilakukan
antara pelaku usaha B dengan konsumen dan akad gardh ataupun akad
murabahah yang dilakukan oleh konsumen dengan PT Y, diperbolehkan
sepanjang memenuhi keabsahan dari akad tersebut, yang di dalamnya
terdapat DPS untuk mengawasi transaksi syariah PT 'Y maupun PPMSE
X, dan menjauhi unsur gharar, masyir, riba, dan obyek haram. Namun
sebagaimana yang diketahui sistem pembiayaan PT Y tersebut terdapat
biaya tambahan yang tidak jelas, maka transaksi tersebut tidak sah
berdasarkan prinsip syariah, karena adanya suatu unsur riba dan gharar
di dalam pembiayaan yang dilakukan PT Y, kemudian mengenai
cashback, cashback tersebut sepanjang terdapat adanya tuntutan
mengenai pemilihan sistem pembayaran PT Y, berdasarkan prinsip
syariah hal tersebut tidak diperbolehkan dan dikategorikan sebagai riba.
Sebagai solusi apabila PT Y maupun PPMSE X sudah merealisasikan
bergerak dalam bidang syariah, maka hal-hal tersebut perlu
diperhatikan, mengingat transaksi syariah ini sangat berhubungan
dengan keabsahan dalam melakukan kegiatan keagamaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa

saran yang berguna sebagai evaluasi terhadap transaksi di dalam kegiatan

PMSE bagi masyarakat, antara lain:

1.

Pembentukan mengenai pengaturan apakah yang boleh melakukan
penjualan hewan agigah ini haruskah berdasarkan transaksi syariah dan
adanya pengawasan DPS. Sehingga praktek-praktek seperti ini yang akan

menimbulkan, menjauhnya konsep dan esensi kegiatan agiqah sebagai
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suatu ritual keagaamaan, bahwa obyek hewan agigah tersebut dibetulkan
mengenai obyek ritual keagaamaan tetapi cara memproleh hewan agigah
tersebut tidak bisa dipisahkan dengan transaksi syariah.

. Pembentukan Fatwa MUI mengenai transaksi hewan-hewan ritual
keagamaan baik hewan kurban maupun hewan agqigah secara PMSE,
mengingat potensi kegiatan PMSE di Indonesia sangat luas dan
mempengaruhi kegiatan ritual keagamaan yang keabsahan serta kehalalan
dari kegiatan ritual keagamaan tersebut dapat terjaga dengan baik.

. Bagi konsumen untuk lebih berhati-hati, apabila ingin melakukan kegiatan
ritual keagamaan khususnya agigah dengan transaksi kegiatan PMSE,
dalam membeli atau melakukan transaksi yang obyeknya ritual keagamaan.
Karena apabila dalam memperoleh hewan agigah tersebut sudah tidak
mencerminkan prinsip syariah. Maka kegiatan aqigah tersebut tidak sah
menurut Agama Islam.

. Bagi PPMSE X, apabila sudah terealiasasikan dan optimalisasi mengenai
PPMSE X berdasarkan prinsip syariah, maka perlu diperhatikan mengenai
aspek pengawasan dalam transaksi syariah, mengingat transaksi syariah ini
dilakukan atas dasar kehalalan transaksi yang dilakukan oleh konsumen.
Kemudian mengenai pengelompokkan yang dirasa merupakan obyek
syariah khususnya obyek ritual keagamaan, mengingat obyek ritual
keagamaan perlu diperoleh berdasarkan konsep halalan tayyiban.

. Bagi PTY, apabila sudah adanya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
maka perlu diperhatikan juga mengenai aspek pengawasan dalam
pembiayaan syariah, apakah terdapat unsur masyir, gharar, riba, dan obyek
haram? Mengingat pembiayaan di dalam prinsip syariah memiliki prinsip
tolong menolong dan menjauhkan unsur-unsur yang mempengaruhi
kegiatan transaksi syariah. Kemudian pengawasan terhadap akad yang
dilakukan oleh PT Y, mengingat pembiayaan syariah memiliki keterkaitan

erat dengan adanya akad-akad syariah.
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